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A. Latar Belakang Masalah
Perlindungan anak merupakan masalah yang sangatlah menarik untuk 
dikaji dan juga diteliti, karena anak adalah potensi serta pelanjut keinginan 
bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 
Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka 
perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak 
adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 
merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki 
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan 
pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan 
seimbang.
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 Untuk mendapatkan perlindungan anak diperlukan dukungan dari
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjaminkan 
pelaksanaannya. Berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu 
mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan dari aspek 
yang berkaitan dengan perlindungan anak oleh pemerintah daerah. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ditetapkan Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Upaya negara dalam melindungi anak secara responsif dan progresif 
pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak dan juga ditingkatkan setingkat konstitusi yaitu 
Amandemen UUD RI 1945 pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “ Setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju, rupanya 
berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap 
kesusilaan yang dimana menimbulkan kecemasan, dan kekhawatiran bagi 
masyarakat dan orangtua. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual 
seperti; pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya 
kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat dan 
orangtua.  
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk dalam salah satu 
masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. 
Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan 
yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika korbannya 
adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti 
pada layaknya orang dewasa. Pencabulan jenis kejahatan yang berdampak 
sangatlah buruk, terutama pada korbannya sebab pencabulan akan melanggar 
hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya 





saat ini sangat marak terdengar di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini 
seringkali yaitu anak-anak. 
Tindakan persetubuhan terhadap anak yang banyak terjadi biasanya 
karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat jejaring internet, 
pornografi, pornoaksi, gaya hidup hippis, dan serba permisif, tetapi ada satu 
pendapat yang paling tidak terbantahkan tingkat kebenarannya bahwa korban 
sendirilah yang merupakan faktor kriminogen (turut menjadi penyebab 
terjadinya kejahatan berupa persetubuhan) atau dalam perspektif viktimologi 
sering disebut victim precipitation.
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Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta 
pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlu diadakan dalam rangka 
untuk mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara 
keseluruhan.  
Secara eksplisit pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang diatur mengenai tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak Pada ayat (1) menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).” 
Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
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serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
Islam memandang persetubuhan atas dasar suka sama suka diluar 
pernikahan adalah perzinaan terlepas salah satu pelakunya atau keduanya 
terikat perkawinan atau tidak dengan orang lain.
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 Persetubuhan adalah 
perbuatan biologis yang dapat bernilai positif jika dilakukannya sesuai 
dengan ketentuan hukum budaya, agama, dan negatif jika menyimpang dari 
hal tersebut. 
Persetubuhan adalah delik (tindak pidana) yang tergolong delik 
kesusilaan. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan 
kesusilaan.
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 Persetubuhan dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai 
kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, sebab 
hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang 
minimal (das recht ist das ethische minimum) sedangkan hukum pidana 
beranjak dari suatu batas etik minimum.
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Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 61/PIDSUS/ 
2018/PN.PMK adalah perkara persetubuhan seorang terdakwa laki-laki 
berumur 18 (delapan belas) tahun terhadap anak perempuan yang telah 
berusia 14 (empat belas) tahun atas dasar fakta hubungan pacaran, suka sama 
suka tanpa paksaan, berulang kali serta adanya kawin sirih tanpa 
sepengetahuan orangtua/ pihak keluarga perempuan. Korban mengajak 
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terdakwa untuk kabur. Dan sesampainya di Sunan Ampel Surabaya terdakwa 
dan korban melakukan kawin sirih, setelah melakukan kawin sirih mereka 
pergi ke Lumajang selama 6 (enam) hari dan disana terdakwa dan anak 
korban melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri. 
Pada kasus tersebut pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan anak tidak terpenuhi pada unsur membujuk anak sebab 
terdakwa tidak membujuk korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur 
suka sama suka. Sehingga dengan kejadian tersebut dilakukanlah 
penangkapan terhadap pihak terdakwa yang mana terdakwa dilaporkan 
kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian oleh pihak keluarga korban.  
Dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian antara unsur yang harus 
dipenuhi dalam undang-undang dengan fakta dari lapangan. Bahkan pada 
kasus ini dari pihak korban yang mengajak perbuatan selayaknya suami istri, 
sehingga pihak terdakwa terpancing untuk menuruti kemauan korban, yang 
mengakibatkan terdakwa terjerat tindakan pidana. Pada hakikatnya kasus ini 
tidak adanya unsur paksaan, perbuatan tersebut dilakukan secara suka sama 
suka karena antara korban dan terdakwa. Bahkan dari pengakuan antara 
korban dan terdakwa mereka sudah melakukan kawin sirih di Masjid Ampel 
Surabaya, karena memang sebelumnya mereka memiliki hubungan yang 
didasari rasa cinta. 
Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan penjatuhan 





hakim tersebut menjatuhkan pidana dalam kasus pencabulan yang dilakukan 
unsur suka sama suka, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan 
tertarik mengambil judul “Penerapan Hukum Tindak Pidana terhadap Anak di 
Bawah Umur (studi kasus Putusan Nomor: 61/PIDSUS/2018/PN.PMK)  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 
maka peneliti mengarahkan untuk mendapatkan jawaban dari perumusan 
masalah dalam peneliti ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah akibat hukumnya jika dalam tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak terdapat peran serta korban dalam melakukan tindak 
pidana ? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana pada putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pmk ?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika dalam tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak terdapat peran serta korban dalam melakukan 
tindak pidana. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana.  
D. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan dari penelitian yang dilakukan disini diharapkan dapat 
bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian 





1. Kegunaan Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang akan 
mengembangkan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah 
khazanah keilmuan dan pengetahuan yang ada terutama yang 
berkaitan dengan tindak pidana membujuk anak melakukan 
persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
b. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya mengenai tindak 
pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam Pasal 81 ayat 
(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tidak 
terpenuhi. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Memberikan alternatif solusi kepada masyarakat dan aparat penegak 
hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan 
khususnya delik kesusilaan. 
b. Hasil penelitian ini/ karya tulis ini diharapkan dapat dijadikannya 
bahan referensi dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak 
yang berkompeten dalam mengembangkan tugas profesi hukum. 
E. Metode Penelitian 
1. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 





perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
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 Bahan 
yang berupa peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini bahan 
hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang No.22 Tahun 
2003 tentang Perlindungan Anak. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder antara lain, berupa wawancara dengan Majelis Hakim 
dan Jaksa di Pamekasan yang menangani terkait kasus putusan Nomor: 
61/ PIDSUS/2018/PN. PMK.  
c. Data Tersier 
Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk ataupun 
penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti halnya kamus 
hukum, jurnal, media online yang komprehensif, KBBI dan kamus. 
2. Teknik Pengumpulan 
a. Dokumentasi 
Dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah putusan 
pengadilan Nomor: 61/PIDSUS/2018/PN.PMK serta beberapa literatur, 
koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder tersebut. 
b. Observasi 
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian terhadap proses pencabulan terhadap anak di Instansi terkait. 
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F. Rencana Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan hukum ini digunakan sistematika pembagian 
kedalam 4 Bab dengan masing-masing Bab terdiri dari atas sub yang 
bertujuan untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika 
penelitiannya sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 
penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang teori-teori hukum sebagai pisau analisis dari permasalahan 
yang dibahas oleh penulis tentang judul tersebut. 
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data 
dari hasil penelitian dan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian 
hukum tersebut, melalui pengkajian dengan menggunakan teori –teori yang 
relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir yaitu kesimpulan dari pembahasan bab 
sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti. 
  
